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Antusiasme pedagang pasar dalam pelayanan tera ulang masih tergolong minim. Masih banyak timbangan 
yang belum terdapat cap tanda tera digunakan pedagang untuk berjualan. Keluhan-keluhan dari masyarakat masih 
banyak diberikan. Misalnya tempat pelayanan yang tidak nyaman, biaya yang dibebankan tergolong mahal, dan 
lainnya. Melihat hal ini, maka perlu adanya penilaian kualitas pelayanan yang diberikan UPT Metrologi legal kepada 
pasar kabupaten Malang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Tera ulang di 
Pasar Kabupaten Malang sehingga bisa menambah antusiasme pedagang untuk melakukan Tera ulang pada alat 
UTTPnya yang selama ini masih kurang. Sehingga terwujudnya pasar yang tertib ukur tanpa adanya kecurangan. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi,wawancara, dan 
dokumentasi dengan subjek pegawai Metrologi legal dan informan dari pedagang pasar Kabupaten Malang. 
Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa kualitas pelayanan Tera ulang di Pasar Kabupaten Malang sudah 
cukup memenuhi prinsip penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan 
Aparatur Negara Nomor 63/ KEP / M.PAN/7/ 2003 secara keseluruhan. Namun masih ada beberapa poin yang kurang 
seperti keadaan lingkungan, kejelasan biaya, dan akurasi dalam pelayanan. Keberhasilan pelayanan Tera ulang di 
pasar diukur dari jumlah pemilik alat UTTP yang menerakan alat UTTPnya secara keseluruhan. Hal ini ditentukan 
oleh kesadaran pedagang itu sendiri. Kesadaran pedagang dapat ditingkatkan dengan upaya peningkatan sosialisasi 
dan pengawasan UPT Metrologi legal Kabupaten Malang. Selain dengan meningkatkan kualitas pelayanan yang 
diberikan oleh UPT Metrologi legal, juga perlu dilakukan penguatan fungsi dan penambahan personil pengamat tera. 
Selanjutnya dengan mendidik tenaga penyidik pegawai negeri sipil agar dapat dilakukan sanksi tegas sesuai undang-
undang sehingga pedagang pasar memiliki tanggung jawab dan efek jera jika tidak melakukan Tera ulang. 
 









 Dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai 
makhluk sosial tentunya tidak terlepas dengan kegiatan 
transaksi jual beli. Kegiatan transaksi jual beli yang 
begitu akrab dengan kehidupan masyarakat umumnya 
dilakukan di pasar. Sering kita jumpai saat 
berlangsungnya transaksi jual beli yang terjadi di pasar, 
masih banyak permasalahan yang muncul pada saat ini 
khususnya bagi pedagang yang menggunakan alat ukur 
seperti timbangan. Banyak produsen/penjual yang 
menggunakan timbangan tidak sesuai antara berat benda 
yang ditimbang dengan alat yang digunakan untuk 
menimbang.  
Ketidaksesuaian  tersebut bisa terjadi karena 
beberapa alasan yaitu alat-alat ukur dan timbangan 
digunakan sepanjang waktu dalam frekuensi yang cukup 
lama. Sehingga berpotensi terjadinya kesalahan 
timbangan atau ukuran yang akan merugikan konsumen 
dan juga pelaku usaha. Tidak hanya itu, kesalahan 
ukuran timbangan sering terjadi karena memang ada 
kecurangan yang sengaja dilakukan oleh beberapa 
pedagang dengan cara memberatkan timbangan yang 
mereka gunakan untuk berjualan agar mendapatkan 
untung lebih. Sehingga konsumen mendapatkan barang 
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yang tidak sesuai antara ukuran dengan nilai tukar yang 
dibayarnya.  
Pedagang mengemban amanah yang tidak 
mudah dalam berdagang karena menyangkut keadilan, 
kebenaran, untuk menjaga loyalitas konsumen. 
Kecurangan tersebut pastinya tidak hanya dimintai 
tanggungjawab didunia namun juga ada konsekuensi di 
akhirat. Bermain curang seperti ini terancam dalam ayat 
Al Quran bahwa Allah SWT berfirman dalam surah Al 
Muthoffifin ayat 1-3 yang berbunyi “Kecelakaan 
besarlah bagi orang- orang yang curang (yaitu) orang 
yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka 
minta dipenuhi dan apabila mereka menakar atau 
menimbang untuk orang lain mereka mengurangi.” 
Selanjutnya untuk hukuman didunia, jelas diatur dalam 
UU No. 2 tahun 1981 pasal 32 ayat 1 tentang Metrologi 
Legal bahwa bagi pedagang yang  melanggar atau 
melakukan curang dapat dikenai sanksi pidana penjara 
maksimal 1 tahun dan denda Rp 1 juta.  
Aktifiitas perekonomian yang terjadi di 
Kabupaten Malang sebagai wilayah Perdagangan dan 
Jasa tak terlepas dari penggunaan alat-alat ukur, takar, 
timbang dan perlengkapannya (UTTP). Penggunaan 
UTTP sudah banyak dilakukan baik dalam proses-
proses di industri manufaktur, jasa maupun digunakan 
di dalam aktifitas bertransaksi dengan konsumen serta 
peralatan yang digunakan untuk pengukuran-
pengukuran terkait dengan keselamatan dan kesehatan 
dalam bekerja.  
Metrologi legal adalah instansi pemerintahan 
yang melakukan pelayanan terhadap masyarakat dalam 
proses tera dan tera ulang. Dalam melakukan 
pelayanannya, metrologi legal bertujuan Untuk 
mendapatkan UTTP yang ukurannya benar, tepat dan 
teliti, maka harus dilakukan pengujian oleh pegawai 
yang bersangkutan pada Metrologi legal. UTTP yang 
sudah bertanda tera sah yang berlaku dapat digunakan 
untuk melakukan kegiatan jual beli atau transaksi 
barang dagang.   
Terkait dengan proses pelaksanaan tera ulang 
yang dilakukan di pasar (sidang pasar), antusiasme 
masyarakat pedagang pasar sebagai pengguna/ pemilik 
UTTP masih sangat kurang. Banyak pedagang pemilik 
alat UTTP yang tidak menera ulangkan alat UTTP yang 
mereka punya dengan alasan yang bervariasi. Sebagian 
pedagang beralasan mulai dari alat UTTP yang mereka 
punya masih dalam kondisi yang baik hingga ada pula 
yang merasa keberatan dengan biaya pelayanan yang 
dibebankan. 
Antusiasme masyarakat yang kurang ini bisa 
disebabkan salah satunya karena tidak adanya 
pengukuran keberhasilan terkait kualitas pelayanan tera 
ulang di pasar. Sehingga dalam hal ini tidak bisa 
diketahui apa saja yang menjadi kendala dan 
kekurangan dalam proses pelayanan tela ulang 
khususnya di pasar sehingga berpengaruh pada antusias 
masyarakat yang masih minim. Di sisi lain, apakah 
pelayanan tersebut telah memenuhi harapan para 
pedagang pemilik alat UTTP sebagai penerima layanan 
dan melindungi konsumen dari kecurangan? Karena 
masih ada keluhan-keluhan dari pedagang pasar terkait 
pelayanan yang diberikan.  
Pelayanan publik merupakan indikator penting 
dalam penilaian kinerja pemerintah, baik tingkat pusat 
maupun daerah. Penyelenggaraan pemerintahan 
dikatakan baik jika pelayanan publik yang dilakukan 
berorientasi pada kepentingan masyarakat (Hayat, 2017: 
1). Masyarakat akan mendapatkan kepuasan jika 
layanan yang diberikan sesuai dengan standart yang 
ditetapkan. Untuk itu, keterlibatan masyarakat dalam 
proses evaluasi kinerja suatu pelayanan sangat di 
butuhkan demi terciptanya kualitas pelayanan yang 
semakin meningkat. Karena masyarakatlah yang 
menjadi pelaku dari proses penerima layanan.  
Dalam pelayanan sidang pasar, respon 
pedagang inilah yang sebenarnya bisa dijadikan acuan 
sebagai tolak ukur sejauh mana keberhasilan UPT 
Metrologi legal kabupaten Malang dalam usaha 
menciptakan masyarakat yang tertib ukur. Sebagai 
upaya meningkatkan antusiasme terhadap tera ulang, 
diperlukan informasi yang kuat dari masyarakat 
khususnya pedagang pasar sebagai penerima layanan 
tera ulang. Sehingga besar harapan apa yang menjadi 
keluhan masyarakat bisa dijadikan bahan evaluasi untuk 
peningkatan kinerja pelayanan sehingga antusiasme 
pedagang pasar dalam tera ulang bisa meningkat. 
Sesuai dengan informasi yang peneliti 
dapatkan dalam survey awal di lapangan tepatnya di 
pasar tempat berlangsungnya sidang pasar, juga didapat 
dari beberapa informan bahwa masih ada permasalahan 
umum yang ditemukan dalam proses pelayanan tera 
ulang. Ada beberapa fenomena yang terjadi terkait 
pelayanan tera ulang yang diberikan Metrologi yaitu: 
1. Dalam UU No. 2 tahun 1981 pasal 32 ayat 
1 tentang Metrologi Legal bahwa bagi 
pedagang yang  melanggar atau 
melakukan curang dapat dikenai sanksi 
pidana penjara maksimal 1 tahun dan 
denda Rp 1 juta. Nyatanya masih banyak 
pedagang yang kurang antusias untuk 
melakukan tera ulang dan masih banyak 
pedagang yang melakukan curang pada 
alat ukurnya namun tidak diberlakukan 
sesuai sanksi yang ada. Lemahnya 
ketegasan yang terjadi inilah yang memicu 
masyarakat menyepelekan untuk tidak 
melakukan tera ulang secara rutin. 
(pengamatan saat magang Februari 2017) 
2. Akurasi alat UTTP setelah Tera Ulang 
masih kurang. Di beberapa pasar masih 
ada timbel yang tidak di lakukan kalibrasi. 
Sebagian pedagang merasa bahwa alat 
UTTP yang mereka tera ulangkan 
mengalami ketidaksesuaian ketika dipakai. 
(pengamatan saat magang Februari 2017) 
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3. Biaya yang dibebankan terlalu mahal. 
Turunnya antusias masyarakat salah 
satunya muncul akibat pemberatan ongkos 
yang dibebankan. Padahal biaya retribusi 
yang dibebankan untuk satu jenis alat 
UTTP yang mereka punya sebenarnya 
tidak mahal. Hanya saja akibat timbangan 
mereka rusak, pedagang harus 
menanggung biaya  reparasi yang telah 
ditentukan oleh pihak CV yang dianggap 
kurang terjangkau dikalangan para 
pedagang menengah 
kebawah.(pengamatan saat magang 
Februari 2017) 
4. Kondisi lokasi pelayanan yang kurang 
memadai. Hal ini juga memicu kurangnya 
efektivitas pelayanan tera ulang di pasar. 
Dalam pelayanan tera ulang dibutuhkan 
tempat atau lokasi pelayanan yang luas 
sehingga tidak membatasi gerak untuk 
para penera. Juga dibutuhkan tempat 
tertutup karena dalam proses pengujian 
timbel timbangan agar lebih akurat tidak 
boleh terkena udara yang menghalangi 
akurasi pengecekannya. (pengamatan saat 
magang Februari 2017) 
Melihat beberapa fenomena tersebut dan 
dikaitkan dengan jumlah antusiasme pedagang yang 
masih belum mencapai maksimal maka perlu adanya 
penilaian kualitas pelayanan yang diberikan. 
Antusiasme pedagang pasar dalam pelayanan tera ulang 
masih tergolong minim. Hal ini dapat diketahui dari 
masih banyaknya timbangan yang digunakan pedagang 
untuk berjualan tidak terdapat stiker cap tanda tera 
setelah dilakukannya tera ulang di pasar. Maka perlu 
kita ketahui sejauh mana kepuasan masyarakat dalam 
pelayanan tera ulang alat UTTP.  
Tidak dapat dipungkiri untuk dapat menilai 
sejauh mana mutu pelayanan publik yang diberikan oleh 
aparatur pemerintah dapat dilihat dari kriteria kualitas 
pelayanan publik. Dalam mewujudkan pelayanan yang 
berkualitas telah ada aturan penyelenggaraan pelayanan 
publik yaitu Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan 
Aparatur Negara Nomor 63/ KEP / M.PAN/7/ 2003 
Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan 
Publik, menyebutkan terdapat sepuluh prinsip 
(Hardyansyah,2011:26). Berdasarkan keputusan 
tersebut jika dikaitkan dengan pelayanan tera ulang, ada 
beberapa dimensi yang bisa digunakan menjadi tolak 
ukur keberhasilan pelayanan yaitu kesederhanaan 
pelayanan, kejelasan persyaratan, kepastian waktu, 
biaya yang ekonomis, kelengkapan sarana dan 
prasarana, kedisiplinan pegawai, kemudahan akses, 
kenyamanan lingkungan, tanggungjawab pegawai, 
akurasi dalam pelayanan. Terwujudnya dimensi-dimensi 
tersebut akan dapat kita ketahui dari pengamatan 
langsung dilokasi, pemerintah sebagai pemberi layanan, 
serta dari persepsi masyarakat sebagai penerima layanan 
yang dapat merasakan secara langsung proses pelayanan 
yang berlangsung. 
 Berdasarkan teori kualitas Bitner (1996) dalam 
Lupiyoadi (2006: 192), bahwa faktor utama penentu 
kepuasan pelanggan terhadap suatu jasa adalah persepsi 
terhadap kualitas jasa. Dalam ranah pemerintahan, 
kualitas jasa yang dimaksud adalah kualitas pelayanan 
yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. 
Sehingga dengan begitu perlu kita ketahui hal apa saja 
yang menjadi keluhan masyarakat terhadap kualitas 
pelayanan tera ulang kepada pemerintah agar hal ini 
bisa digunakan sebagai bahan evaluasi untuk 
peningkatan kualitas pelayanan sehingga antusiasme 
tera ulang juga bisa meningkat. 
Melihat fenomena yang terjadi tersebut  maka 
UPT Metrologi legal kabupaten Malang perlu berbenah 
baik dalam peningkatan kualitas maupun melakukan 
terobosan baru guna memperbaiki kualitas pelayanan 
tera ulang sehingga tujuan dapat tercapai secara 
maksimal. Maka dari itu penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian yang berjudul “ Kualitas 
Pelayanan Tera Ulang Untuk Pedagang Pasar 
Kabupaten Malang (Studi pada UPT Metrologi 
Legal Kabupaten Malang)”. 
Rumusan Masalah 
Melihat dari permasalahan yang muncul pada 
uraian latar belakang yang telah dikemukakakn diatas, 
maka penilitian ini dapat ditarik beberapa rumusan 
masalah, di antaranya : 
1. Bagaimana kualitas pelayanan Tera Ulang 
untuk pedagang pasar kabupaten Malang 
yang dilakukan oleh UPT Metologi Legal 
Kabupaten Malang? 
2. Bagaimana Upaya yang dilakukan UPT 
Metrologi Legal Kabupaten Malang dalam 




Tujuan penelitian merupakan alasan mengapa 
peneliti melakukan penelitian tersebut, adapun yang 
menjadi tujuan penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui kualitas pelayanan 
Tera Ulang untuk pedagang pasar 
Kabupaten Malang yang dilakukan oleh 
UPT Metologi Legal Kabupaten Malang. 
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan 
UPT Metrologi Legal Kabupaten Malang 
dalam peningkatan pelayanan Tera Ulang 
di pasar Kabupaten Malang. 
 
Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang diharapkan dari 






- Hasil penelitian ini dapat dijadikan 
sebagai evaluasi pelaksanaan pelayanan 
UPT Metrologi Legal untuk 
meningkatkan kinerjanya yang lebih 
efektif  kepada Masyarakat 
- Hasil penelitian ini dapat dijadikan 
referensi dalam memecahkan masalah 
yang dihadapi dalam proses pelayanan 
Tera Ulang sehingga dapat meningkatkan 
kepuasan masyarakat 
Bagi Masyarakat 
- Memberikan informasi kepada 
masyarakat tentang pelayanan Tera Ulang 
- Menumbuhkan kesadaran dan antusiasme 
masyarakat khususnya pedagang pasar 
akan pentingnya Tera Ulang 
2. Manfaat Akademik 
- Hasil  penelitian ini dapat dijadikan 
sebagai bahan referensi bagi peneliti 
selanjutnya yang memiliki tema relevan 
sekaligus sebagai perbandingan bagi 
penulis selanjutnya 
- Menambah wawasan keilmuan bagi 
mahasiswa, khususnya tentang persepsi 
masyarakat terhadap kualitas pelayanan 
UPT Metrologi Legal 
- Sebagai media untuk mengembangkan 
pengetahuan Administrasi Negara 
mahasiswa dalam hal analisis 
- Melatih berfikir kritis dalam 
menyelesaikan permasalahan sesuai 
dengan ilmu yang ditekuni yaitu 
Administrasi Negara. 
 
3. METODE PENELITIAN 
 
Jenis Penelitian 
       Penelitian ini menggunakan jenis penelitian 
kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang berupaya 
menemukan kebenaran serta mendeskripsikan dan 
menyajikan hasil penelitian secara lengkap sesuai 
dengan permasalahan yang diteliti. 
       Dalam penelitian deskriptif data yang dikumpulkan 
berupa kata-kata, gambar, dan bukan berupa angka-
angka. Data yang ditulis pada laporan penelitian 
tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, 
catatan lapangan, videotape, atau mungkin dokumen 
resmi lainnya yang kemudian dianalisis oleh peneliti 
sejauh mungkin dalam bentuk aslinya. Dikutip dari 
Moleong (2015:11). 
        Menurut Aminuddin dalam (Hasan, dkk 2013:52), 
penelitian kualitatif merupakan penelitian yang 
temuannya diperoleh berdasarkan paradigma, strategi, 
dan implementasi model secara kualitatif. Secara umum 
dalam penelitian kualitatif : 
a. Data disikapi sebagai data verbal atau 
sebagai sesuatu yang dapat 
ditransposisiskan sebagai data verbal 
b. Diorientasikan pada pemahaman makna 
baik itu merujuk pada ciri, hubungan 
sistemis, konsepsi, nilai, kaidah, dan 
abstraksi formulasi pemahaman atau salah 
satunya 
c. Mengutamakan hubugan secara langsung 
antara peneliti dengan dunia yang diteliti 
d. Mengutamakan peran peneliti sebagai 
instrumen kunci  
       Moeleong (2015:6), mendefinisikan penelitian 
kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk 
memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh 
subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, 
tindakan, dan lain lain secara holistik dan dengan cara 
deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu 
konteks khusus yang alamiah dan dengan 
memanfaatkan berbagai metode alamiah.  
       Tipe penelitian kualitatif ini, penulis terjun 
langsung ke lapangan untuk meneliti obyek kajiannya 
dan mengadakan interaksi langsung dengan aparatur 
pemerintah dan masyarakat yang bertujuan 
mendapatkan informasi yang mendalam mengenai 
persepsi masyarakat terkait kualitas pelayanan tera 
ulang oleh UPT Metrologi Legal berdasarkan apa yang 
terjadi sehingga dapat menjelaskan kondisi yang 
sesungguhnya. Termasuk hambatan-hambatan apa saja 
yang dihadapi serta upaya yang dilakukan untuk 
menanganinya. 
       Hal ini berdasarkan tujuan penelitian deskriptif 
menurut Bungin (2009:36) dalam Vera (2016) 
penelitian dengan format deskriptif bertujuan untuk 
menjelaskan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai 
situasi, atau berbagai variable yang timbul di 
masyarakat untuk menjadi obyek penelitian itu 
berdasarkan apa yang terjadi, kemudian mengangkat ke 
permukaan karakter atau gambaran tentang kondisi 
situasi antar variabel tersebut. 
       Dalam penelitian ini data yang diperoleh akan 
dijabarkan dalam bentuk uraian kalimat yang jelas dan 
singkat, untuk memudahkan pembaca dalam 
memahami. Agar memperoleh data yang valid, proses 
pendekatan kepada informan dilakukan dengan cara 
memahami pandangan individu ataupun sekelompok 
orang dalam beberapa situasi yang berbeda-beda. 
 
Lokasi Penelitian 
       Adapun lokasi penelitian dalam penelitian ini 
adalah pada UPT Metrologi Legal Kabupaten Malang 
sebagai subjek pemberi layanan tera ulang dan di tiga 
pasar Kabupaten Malang yaitu pasar Karangploso, pasar 
Singosari dan pasar Paksaji karena termasuk pasar yang 
dilakukan pelayanan tera ulang.  
 
Fokus Penelitian 
       Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian 
adalah:  
1. Kualitas pelayanan tera ulang di pasar yang 
dilakukan oleh UPT Metrologi  
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Legal Kabupaten Malang berdasarkan 
KepMenpan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 
tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan 
Pelayanan Publik mencakup berbagai 
indikator yaitu: 
- Kesederhanaan dalam Pelayanan 
- Kejelasan Persyaratan 
- Kepastian Waktu 
- Kejelasan biaya 
- Kelengkapan Sarana dan Prasarana 
- Kenyamanan lingkungan 
- Kemudahan Akses 
- Kedisiplinan dan kesopanan pegawai 
- Tanggungjawab Pegawai 
- Akurasi dalam pelayanan 
2. Upaya yang dilakukan UPT Metrologi Legal 
Kabupaten Malang dalam  






       Subyek merupakan orang yang menghasilkan 
informasi dan benar-benar mengetahui dan menjadi 
pelaku dalam suatu penelitian. Sedangkan informan 
adalah orang yang tidak terlibat, tetapi mengetahui 
tentang hal-hal yang berhubungan dengan suatu 
penelitian. 
No Nama Jabatan/ 
Profesi 
Keterangan 
1. Susanto Kepala UPT Subyek 
2.  Djoko Widjono Penera Subyek 
3. Yoni Adi  Penera Subyek  
4.    Indra Ori R Penera Subyek 
5.   Ishak  Penera Subyek 
6. Heri Pedagang Informan 
7. Rustam Pedagang Informan 
8. Candra Pedagang Informan 
9. Sumarmi Pedagang Informan 
10. Irsalina Pedagang Informan 
11. Khana Pedagang Informan 
12. Isti Pedagang Informan 
13. Anik Wijayati Pedagang Informan 
14. Dwi Palupi Pedagang Informan 
15. Mat Khoiri Pedagang Informan 
Sumber Data 
       Dalam penelitian, data merupakan hal yang sangat 
menentukan kualitas dari suatu penelitian, dan hal ini 
yang paling mempengaruhi kualitas data adalah sumber 
dari mana data tersebut didapatkan dan bagaimana cara 
mendapatkannya. 
1. Data Primer, yaitu : data yang diperoleh peneliti 
dari sumber asli yang memiliki informasi atau 
data tersebut. Dalam penelitian ini sumber data 
primer diperoleh dari: 
a. Kepala UPT Metrologi Legal Kabupaten 
Malang 
b. Penera (Urusan Massa dan Timbangan ) 
c. Penera (Urusan Ukuran, Arus, Panjang, dan 
Volume). 
d. Pedagang pasar Kabupaten Malang 
2. Data Sekunder, yaitu : sumber data yang 
diperoleh secara tidak langsung melalui media 
perantara atau data yang diperoleh dan dicatat 
oleh pihak lain yang telah disusun dan 
dipublikasikan. Dalam penelitian ini sumber data 
sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang 




Metode Pengumpulan Data 
       Metode pengumpulan data yang kamu gunakan 
dalam penelitian ini, terdiri dari : 
1. Wawancara 
       Metode wawancara yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah wawancara terstruktur dengan cara 
menyusun terlebih dahulu pedoman wawancara yang 
akan di tanyakan pada informan penelitian agar ketika 
melakukan wawancara kepada pihak yang 
diwawancarai tidak keluar dari fokus permasalahan 
yang diteliti..  
       Peneliti menggunaka metode wawancara langsung 
dengan responden yakni wawancara dengan Kepala 
UPT Metrologi Legal Kabupaten Malang, pegawai 
setempat, dan pedagang pasar sebagai penerima 
layanan, guna mengetahui dan menggali sejauh mana 
pelaksannaan pelayanan yang dilakukan UPT Metrologi 
Legal Kabupaten Malang.  
2. Observasi 
       Observasi merupakan suatu pengamatan yang 
dimaksud dalam rangka untuk mendapatkan gambaran 
secara langsung dari sebuah institusi sosial di lapangan. 
Prosedur dilakukan dengan cara yang berencana, 
mengikuti, melihat, mendengar, dan mencatat situasi 
tertentu yang ada hubungannya dengan masalah yang 
diteliti. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data 
dengan observasi langsung dilakukan dengan melihat 
atau mengamati secara langsung proses pelayanan tera 
ulang oleh UPT Metrologi Legal Kabupaten Malang 
yang dilakukan di pasar kabupaten Malang.  
3. Dokumentasi 
       Dokumentasi Metode dokumentasi adalah mencari 
data mengenai benda benda tertulis seperti buku buku, 
majalah, surat-surat pribadi, foto yang dianggap penting 
yang terdapat baik pada lokasi penelitian ataupun 
instansi yang terkait. Dalam penelitian ini, metode 
dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan 
data-data tertulis yang ada di UPT Metrologi Legal 
Kabupaten Malang yang berkaitan dengan penelitian 
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dan literatur-literatur lain yang mendukung penelitian 
ini. 
 
Teknik Analisis Data 
 Miles dan Huberman (Sugiyono, 2011: 334). 
Bahwa aktivitas dalam analisis data dilakukan secara 
interaktif dan dilakukan dengan terus menerus sampai 
tuntas hingga datanya jenuh. Teknik analisis data dalam 
penelitian ini menggunakan model Miles dan 
Huberman. Model Miles dan Huberman digunakan 
untuk mengelompokkan data hasil observasi dan 
wawancara secara bertahap sehingga diperoleh suatu 
kesimpulan. Penjabaran analisis data dalam penelitian 
ini sebagai berikut: 
a. Pengumpulan Data 
Pengumpulan data diawali dengan proses 
pengamatan di tempat penelitian secara objektif 
dan apa adanya sesuai hasil yang didapat baik 
wawancara maupun dokumentasi. 
b. Reduksi data  
Reduksi data dilakukan untuk 
menghilangkan/membuang data-data yang 
tidak diperlukan. Mereduksi data berarti 
merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan 
mengfokuskan pada hal-hal yang penting.  
c. Penyajian data  
Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa 
dilakukan dalam bentuk uraian singkat (narasi), 
bagan, tabel, grafik, dan sejenisnya. Dengan 
penyajian data, maka akan lebih mudah 
memahami apa yang terjadi karena data sudah 
terorganisir dan tersusun.  
d. Penarikan Kesimpulan  
Data yang telah direduksi dan disajikan 
kemudian dilakukan penarikan kesimpulan 
berdasarkan pengamatan secara menyeluruh 
dari data-data yang sudah terkumpul pada 
tahap penelitian. Penarikan kesimpulan 
dilakukan dalam bentuk penjelasan kalimat-
kalimat yang mudah dipahami. 
Keabsahan Data 
              Dalam penelitian kali ini peneliti menggunakan 
cara yang paling sering digunakan yaitu dengan cara 
Trianggulasi. Trianggulasi merupakan teknik analisis 
yang digunakan untuk memeriksa data dengan 
menggunakan hal-hal lain diluar data itu untuk 
keperluan pengecekan data dan memperkaya 
pengetahuan sehingga dijadikan pembanding mengenai 
informasi yang digali. (Moleong,2015:330). 
       Dengan teknik pengumpulan data trianggulasi, 
maka peneliti juga akan dapat meningkatkan kredibilitas 
data karena disini digunakan lebih dari satu perspektif 
sehingga terjalin kebenarannya. Peneliti melakukan 
pengecekan data dengan menggabungkan dari berbagai 
teknik pengumpulan data, sumber, cara, dan waktu yang 
telah ada. Seperti yang diungkapkan Sugiyono 
(2011:369-370) bahwa triangulasi dibagi menjadi tiga 
cara  
1. Triangulasi sumber penggunaannya yaitu untuk 
menguji kredibilitas data dengan melakukan 
pengecekan data yang telah diperoleh oleh 
peneliti dari beberapa sumber. Pada proses ini 
peneliti akan melakukan pengecekan dengan 
cara memastikan informasi, tempat, peristiwa 
dan dokumen serta arsip yang berkaitan dengan 
data yang diperoleh. 
2. Triangulasi teknik dilakukan dengan mengecek 
data pada sumber yang sama namun dengan 
teknik yang berbeda. Misal dalam kaitannya 
dengan pelayanan tera ulang di pasar, peneliti 
melakukan wawancara kepada beberapa 
pedagang pasar secara langsung kemudian 
dilakukan pengecekan dengan teknik 
dokumentasi. 
3. Triangulasi waktu merupakan teknik 
pengecekan data yang sering mempengaruhi 
data. Data yang dikumpulkan pada waktu pagi 
hari hasilnya akan bisa berbeda ketika didapat 
pada siang maupun sore. Hal ini karena 
biasanya diwaktu pagi akan lebih valid dari 
pada di siang maupun sore hari karena 
mungkin kondisi fisik narasumber saat pagi 
masih segar, kemudian belum begitu 
melakukan banyak aktifitas sehinngga lebih 
valid dan kredibel. 
Alur Penelitian 
       Alur penelitian adalah suatu prosedur yang 
terstruktur yang ingin dilakukan oleh peneliti dalam 
karya penelitiannya. Alur penelitian digunakan untuk 
membantu peneliti dalam melangkah ketika di lapangan 
dan memberi batasan ketika penyusunan hasil 
penelitian. 
Fenomena dalam pelayanan tera ulang di UPT 
Metrologi legal Kabupaten Malang dalam mewujudkan 
pasar yang tertib ukur masih terdapat adanya teoritical 
problem, normative problem, dan empirical problem.  
 Teoritical problem, Bitner (1996)  menyatakan 
bahwa faktor utama penentu kepuasan pelanggan adalah 
perepsi terhadap kualitas jasa. Jasa yang diberikan 
pemerintah kepada pedagang yaitu berupa pelayanan 
tera ulang. Teori ini masih lemah karena tidak hanya 
persepsi terhadap kualitas jasa yang menjadi penentu 
bahwa pelanggan sudah atau belum puas pada 
pelayanan tera ulang di pasar. Pada pelayanan tera ulang 
di pasar, jumlah pedagang  yang melakukan tera ulang 
pada tahun tertentu merupakan wujud kepuasan 
pedagang terhadap pelayanan yang diberikan oleh 
pemerintah. Jika banyak pedagang yang melakukan tera 
ulang pada alat UTTPnya, berarti mereka puas terhadap 
pelayanan tera ulang sehingga memilih untuk rutin 
melakukan tera ulang setiap tahunnya.  
Normative problem, ditinjau dari UU No. 2 
tahun 1981 pasal 32 ayat 1 bahwa terdapat sanksi tegas 
bagi pedagang yang melakukan kecurangan dalam alat 
UTTP nya. Namun nyatanya belum ada tindakan tegas 
kepada pedagang yang melakukan kecurangan.  
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Empirical problem, kesadaran masyarakat 
masih kurang karena masyarakat tidak mengetahui 
dengan jauh pentingnya tera ulang. Persepsi masyarakat 
mengenai pelayanan tera ulang juga masih mengalami 
ketidakpuasan, hal ini berkaitan dengan biaya yang 
dibebankan serta akurasi pelayanan yang kurang. 
Aturan yang ada sesuai undang-undang tidak terealisasi 
dengan baik karena terjadi beberapa hambatan saat 
pelayanana di pasar. Hal ini mengakibatkan kualitas 
pelayanan tera ulang belum tercapai secara maksimal 




Kualitas Pelayanan Tera Ulang di Pasar yang 
Dilakukan Oleh UPT Metrologi Legal Kabupaten 
Malang   
       Terwujudnya kepuasan pengguna layanan pastinya 
akan menjadi penentu kualitas pelayanan dan membuat 
masyarakat merasa bahwa haknya terpenuhi. Dikutip 
dari Fandy Tjiptono (2003: 11) bahwa W. Edward 
Dening mendefinisikan kualitas sebagai upaya yang 
menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen.Hal ini 
juga dapat dijadikan tolak ukur suatu keberhasilan 
pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah.  
       Indikator kepuasan masyarakat terhadap pelayanan 
dapat dilihat dari berbagai aspek. Seperti yang telah kita 
ketahui bahwa penyelenggaraan pelayanan publik di 
Indonesia telah diatur KepMenpan No. 
63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum 
Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Yaitu prinsip 
Kesederhanaan, Kejelasan, Kepastian Waktu, Akurasi, 
Keamanan, Tanggungjawab, Kelengkapan Sarana dan 
Prasarana, Kemudahan Akses, K3 (Kedisiplinan, 
Kesopanan, dan Keramahan) dan Kenyamanan. Dengan 
mengacu pada beberapa prinsip penyelenggaraan 
pelayanan publik tersebut maka dapat dilaukan 
penilaian sejauh mana kualitas pelayanan tera ulang 
yang dilakukan UPT Metrologi legal kabupaten Malang 
terkhusus untuk pelayanan di pasar. 
a. Kesederhanaan dalam Pelayanan 
       Kesederhanaan dalam pelayanan diwujudkan 
dengan prosedur pelayanan yang tidak berbelit-belit, 
dan mudah dipaham. Hal ini berdasarkan keputusan 
menteri pendayagunaan aparatur Negara No. 
63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum 
Penyelenggaraan Pelayanan Publik.  
       Pelayanan yang tidak berbelit-belit akan 
mewujudkan kepuasan masyarakat terhadap kualitas 
pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Istilah 
kualitas pelayanan publik tidak dapat dipisahkan dari 
persepsi mengenai pelayanan itu sendiri. Kepuasan 
masyarakat inilah yang menjadi tolak ukur keberhasilan 
suatu pelayanan. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan 
Tjiptono (1995) dikutip dalam Hardiyansyah (2011:40) 
salah satu pengertian kualitas pelayanan adalah sesuatu 
yang bisa membahagiakan pelanggan. Berkaitan dengan 
hal  ini, dalam pelayanan publik yang menjadi 
pelanggan adalah masyarakat penerima layanan. 
       Berdasarkan hasil temuan penelitian bahwa dalam 
pelayanan tera ulang yang dilakukan oleh UPT 
Metrologi legal kabupaten Malang di pasar kabupaten 
Malang sederhana, mudah dipahami, dan tidak berbelit-
belit. Pedagang pasar sebagai penerima layanan tera 
ulang merasa bahwa dalam pelayanan tidak ada yang 
dipersulit, semua pedagang merasa puas karena 
memang prosesnya tidak ada yang berbelit-belit.  
b. Kejelasan Persyaratan 
       Penyelenggaraan pelayanan publik pada UPT 
Metrologi legal Kabupaten Malang harus memenuhi 
prinsip kejelasan persyaratan. Kejelasan persyaratan 
dalam pelayanan publik merupakan pengetahuan 
masyarakat tentang persyaratan teknis maupun 
administratif pelayanan publik yang harus diperhatikan 
untuk menuju bagian yang akan mengurus pelayanan.  
       Pengguna layanan umumnya mengetahui syarat apa 
saja yang harus mereka persiapkan. Secara keseluruhan 
dari yang telah disampaikan oleh responden mengenai 
kejelasan persyaratan menurut pengguna layanan yaitu 
pedagang bahwa persyaratan yang dibebankan jelas. 
Pedagang tidak mengalami kebingungan terhadap 
syarat-syarat yang harus disiapkan.  
       Berdasarkan peraturan menteri perdagangan No.70 
tahun 2014 tentang tera ulang alat UTTP yang 
tercantum dalam pasal 3 poin 4 bahwa jangka waktu 
tera ulang adalah 1 (satu) tahun. Karena tera ulang di 
pasar dilakukan rutin setiap satu tahun sekali maka 
pedagang sudah terbiasa mengetahui dengan jelas 
syarat-syarat yang harus di penuhi menuju pelayanan 
tera ulang.  
       Tidak ada syarat yang rumit. Jika ada pedagang 
yang mungkin baru pertama kali akan melakukan tera 
bisa dijamin tidak akan mengalami kebingungan. 
c. Kepastian Waktu 
        Berdasarkan keputusan menteri pendayagunaan 
aparatur Negara No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang 
Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik 
bahwa pelaksanaan pelayanan diselesaikan dalam kurun 
waktu yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan 
pelayanan yang dilakukan Metrologi legal kabupaten 
Malang seharusnya waktu pelayanan sesuai dengan jam 
kerja pemerintah yaitu di mulai pukul 08.00 WIB 
hingga pukul 16.00 WIB.   
       Dari beberapa hasil wawancara dan yang telah 
dibuktikan dengan observasi di lapangan oleh peneliti, 
dapat disimpulkan waktu pelayanan tera ulang tidak 
dapat dipastikan harus mengikuti jam kerja pemerintah. 
Karena pelayanan harus menyesuaikan dengan keadaan 
pasar. Di dalam pasar terjadi proses transaksi antara 
penjual dan pembeli. Pedagang adalah orang yang 
sedang melakukan aktifitas perdagangan dengan cara 
memperjualbelikan barang namun barang yang di jual 
tidak diproduksi sendiri, aktifitas itu dilakukan untuk 
memperoleh suatu keuntungan (Sujatmiko, 2014;231). 
Sebagai orang yang sedang melakukan aktifitas 
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perdagangan dan dalam upayanya untuk memperoleh 
keuntungan, aktifitas pedagang khususnya di pasar tidak 
menentu sampai jam berapa dia akan sibuk berjualan. 
Hal inilah yang menjadi salah satu kendala mengapa 
waktu pelayanan tera ulang tidak bisa dipastikan sesuai 
jam kerja pemerintah 
       Menurut Sutopo & Suryanto A dalam Budiartha 
Dkk (2003:38), pelayanan prima adalah pelayanan yang 
sesuai dengan harapan pelanggan. Seperti yang kita tau, 
pedagang di pasar tidak mempunyai banyak waktu 
luang. Sebagai pengguna layanan tera ulang di pasar, 
pedagang berharap pelayanan dilakukan dengan waktu 
yang singkat tanpa harus menunggu lama.  
       Sedangkan untuk lamanya waktu pelayanan tera 
ulang di pasar ini tidak bisa ditentukan dengan pasti, 
karena ditentukan juga pada kondisi masing- masing 
alat UTTP.  
d. Kejelasan Biaya 
       Untuk mewujudkan pelayanan prima dibutuhkan 
rasa puas dari masyarakat terhadap suatu pelayanan 
yang diberikan oleh pemerintah. Persoalan yang terjadi 
mengenai biaya pelayanan yang tidak terjangkau dapat 
mengakibatkan ketidakpuasan terhadap pelayanan 
publik. Jika masyarakat tidak puas, bisa dikatakan 
kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah masih 
kurang baik. Hal ini sesuai yang dikatakan Bitner 
(1996) dalam Lupiyoadi (2006: 155) bahwa faktor 
utama penentu kepuasan masyarakat adalah persepsi 
terhadap kualitas jasa.   
Biaya retribusi bersifat wajib bagi setiap 
pengguna layanan karena akan menjadi pemasukan 
daerah. Pedoman pemungutan retribusi UPT Metrologi 
legal Kabupaten Malang bagi pemilik alat UTTP yang 
melakukan tera ulang telah diatur pada Perda Kabupaten 
Malang No.4 Tahun 2014 tentang retribusi jasa umum. 
Di sana telah diatur dengan jelas nominal yang harus 
dibayar oleh pemilik UTTP. Biaya yang dibebankan 
untuk retribusi alat UTTP di pasar sangat terjangkau. 
Hal ini di pertegas oleh pernyataan penera bahwa untuk 
retribusi timbangan meja 5 ribu, anak timbangan per 
satuan di bandrol 300 rupiah, jadi biaya untuk retribusi 
satu timbangan dengan perlengkapaannya itu 6500 
rupiah.  
       Berdasarkan pada Perda Kabupaten Malang No.4 
Tahun 2014 tentang retribusi jasa umum, reparatir 
merupakan seseorang atau sekelompok orang yang 
mempunyai sertifikat dan ijin untuk memperbaiki alat 
UTTP yang tidak memenuhi syarat. Masyarakat tidak 
mengetahui secara jelas bahwa pelayanan tera ulang 
UPT Metrologi legal Kabupaten Malang dalam 
melaksanakan tugasnya di pasar bersama dengan tim 
reparasi dari CV. Pedagang tidak tau biaya yang mahal 
itu bukan terletak pada retribusi di Metrologi namun 
biaya reparasi di CV.  
       Biaya reparasi adalah biaya yang harus dikeluarkan 
oleh pemilik UTTP atas perbaikan kerusakan pasa alat 
UTTPnya. Biaya reparasi tidak bersifat wajib bagi 
setiap pemilik UTTP karena hal ini disesuaikan dengan 
kondisi masing-masing timbangan. Biaya reparasi juga 
tidak masuk dalam retribusi daerah, sehingga murni 
keuntungan CV. Jika alat UTTP yang dimiliki pedagang 
berada pada kondisi baik/ tidak mengalami kerusakan, 
maka timbangan bisa langsung diserahkan menuju tahap 
pengecekan dan pengujian yang dilakukan oleh petugas 
penera UPT Metrologi legal kabupaten Malang tanpa 
harus melewati proses reparasi sehingga pemilik UTTP 
tidak perlu mengeluarkan biaya reparasi.   
       Namun berdasarkan hasil temuan penelitian dan 
observasi di lapangan, masih terjadi persoalan terkait 
biaya tera ulang di pasar. Hal ini terjadi karena tidak ada 
transparansi perincian biaya yang di bebankan kepada 
pengguna layanan.  
       Tidak banyak pedagang yang tau tentang perbedaan 
biaya retribusi dan biaya reparasi. Perbedaan yang 
terjadi ini tergantung kondisi kerusakan yang dialami 
oleh setiap alat UTTP. Tidak sedikit juga pedagang 
yang mengeluh namun   
e. Kelengkapan Sarana dan Prasarana 
       Untuk mewujudkan sesuatu yang memuaskan 
pelanggan diperlukan pendukung berupa sarana dan 
prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana 
merupakan seperangkat alat dan fasilitas penunjang 
untuk kelancaran suatu proses kegiatan sesuai tujuan 
yang telah di tetapkan.  
       Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri No 
70 tahun 2014 tentang Tera dan Tera ulang alat UTTP 
pasal 4 poin 3 bahwa tempat sidang Tera Ulang di luar 
UPT, UPTD Provinsi, atau UPTD Kabupaten/ Kota atau 
tempat UTTP terpakai. Berkaitan dengan hal ini 
pelayanan Tera Ulang yang dilakukan kepada pedagang 
pasar pasar dilaksanakan di Pasar Kabupaten Malang. 
       Pelayanan Tera ulang yang dilakukan di pasar 
mempunyai sarana dan prasarana pendukung yaitu 
transportasi, standart untuk pengujian, perlengkapan 
pendukung seperti alat untuk penjustiran, timah,  
ruangan pelayanan, tempat tunggu, dan lain-lain.        
 Berdasarkan dari hasil wawancara serta observasi 
peneliti di lapangan bahwa tentang sarana dan prasarana 
masih kurang lengkap. Ada sarana dan prasarana yang 
harus ditingkatkan terutama pada bagian standar dan 
tempat diadakannya Tera ulang. 
 Tidak tersedianya tempat yang permanen saat 
penyelenggaraan Tera Ulang di pasar. Pengguna 
layanan dan pemberi layanan merasa tidak nyaman atas 
kondisi ini.  Penerima layanan tidak bisa menunggu 
dengan nyaman sedangkan pemberi layanan tidak bisa 
memberi pelayan dengan maksimal. Tempat pengujian 
alat UTTP harus memenuhi syarat, saat pengujian 
timbel tidak boleh terkena angin dan kedataran tempat 
juga sangat mempengaruhi saat pengujian alat UTTP 
seperti timbangan.  
f. Kenyamanan Lingkungan 
       Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur 
Negara Nomor 63/ KEP / M.PAN/7/ 2003 Tentang 
Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik 
bahwa kenyamanan adalah tersedianya tempat layanan 
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yang sesuai dengan keinginan pelanggan. Dalam 
melakukan pelayanannya di pasar, keadaan lingkungan 
yang seadanya menjadi salah satu resiko kurangnya 
kualitas pelayanan Tera Ulang UPT Metrologi legal. 
Sesuai dengan hasil wawancara kepada beberapa 
pedagang di pasar bahwa keinginan pelanggan terkait 
lingkungan yang nyaman masih belum terpenuhi. Ada 
beberapa pedagang yang mengatakan bahwa 
lingkungannya sudah nyaman,  namun sebagian besar 
pedagang merasakan bahwa lingkungan pelayanan 
mengganggu kenyamanan. Tidak adanya ruang tunggu 
khusus untuk pemiik UTTP dalam menunggu proses 
pelayanan Tera Ulang, hal ini membat tidak 
terwujudnya kenyamanan bagi pedagang sebagai 
pengguna layanan. 
       Tempat penyelenggaraan pelayanan setiap pasar 
berbeda. Petugas pemberi layanan Tera ulang UPT 
Metrologi legal Kabupaten Malang berupaya untuk 
mencarikan lokasi pelayanan senyaman mungkin 
dengan kondisi yang ada. Tempat pelayanan di carikan 
pada lahan yang kosong kemudian menggunakan terop.  
             Tidak dapat dipungkiri bahwa petugas penera 
juga merasakan bahwa lingkungan yang ada masih 
belum cukup mendukung kegiatan Tera Ulang di pasar. 
Penera merasa terganggu dengan lingkungan yang ada 
akibat kegiatan pelayanan dilakukan di ruang terbuka. 
Banyak terjadi kendala seperti suasana pasar yang 
ramai, kedataran tempat, adanya udara bebas yang 
mempengaruhi akurasi dalam pengecekan alat-alat 
UTTP, kondisi lingkungan yang tidak aman. Saat cuaca 
mengalami hujan juga sangat berpengaruh buruk pada 
kenyamanan lingkungan tempat pelayanan.     
g. Kemudahan Akses 
       Penyelenggaraan pelayanan UPT Metrologi legal 
kabupaten Malang harus memenuhi prinsip kemudahan 
akses. Akses yang mudah merupakan hal yang 
seharusnya diperhatikan karena hal ini berhubungan 
langsung dengan masyarakat. Berkaitan dengan akses 
dalam pelayanan Tera Ulang, UPT Metrologi legal 
Kabupaten Malang telah memberikan akses secara 
mudah kepada pedagang pasar dengan melakukan 
pelayanan di pasar. Hal ini telah memenuhi prinsip-
prinsip pelayanan publik yang tercantum dalam 
MENPAN No. 63 Tahun 2003 tentang pedoman umum 
penyelenggaraan pelayanan publik sebagai acuan dalam 
memberikan pelayan. 
       Telah diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 70 tahun 2014 tentang Tera dan Tera ulang alat 
UTTP pasal 4 poin 3 bahwa tempat sidang Tera Ulang 
di luar UPTD provinsi atau UPTD kabupaten atau kota 
atau tempat UTTP terpakai. Berdasarkan hal ini, akses 
pelayanan Metrologi dilakukan dengan cara jemput bola 
di masing-masing pasar sehingga memudahkan 
pedagang karena pelayanan yang dilakukan di pasar 
tidak jauh dari tempat mereka berjualan. 
       Berdasarkan dengan hasil wawancara dan observasi 
di lapangan berkaitan akses menuju pelayanan, 
pedagang tidak kesulitan menuju lokasi pelayanan 
karena pelayanan dilakukan dimasing-masing pasar, 
sehingga pedagang tidak perlu mengeluarkan banyak 
waktu, tenaga, dan biaya untuk datang ke lokasi 
pelayanan. Pedagang hanya perlu menuju tempat 
pelayanan dengan berjalan kaki, tidak perlu 
menggunakan alat transportasi sehingga lebih efisien. 
h. Kedisiplinan dan Kesopanan Pegawai 
       Secara etimologis, pelayanan berasal dari kata layan 
yang berarti membantu menyiapkan/ mengurus apa-apa 
yang diperlukan seseorang, kemudian pelayanan dapat 
diartikan sebagai cara melayani servis/ jasa sehubungan 
dengan jual beli barang atau jasa 
(Poerwadarminta,1995:571) dalam (Hardyansyah, 
2011:11). 
       Sesuai dengan teori tersebut kaitanya dengan 
membantu mengurus apa-apa yang diperlukan seorang 
pengguna layanan dalam instansi pelayanan publik pasti 
harus memerlukan sumber daya manusia yang 
berkualitas agar mendapatkan hasil pelayanan yang 
memuaskan. SDM dalam penyelenggaraan pelayanan 
pada UPT Metrologi legal Kabupaten Malang 
khususnya di pasar meliputi dua orang penera,  dua 
orang pembantu teknis, kemudian satu orang kasir yang 
menangani bagian keuangan.  
       Pengertian penera yang tercantum dalam Perda 
Kabupaten Malang nomor 4 tahun 2014 tentang 
perubahan kedua atas peraturan daerah kabupaten 
Malang Nomor 10 tahun 2010 tentang retribusi jasa 
umum penera adalah pegawai negeri sipil yang diberi 
tugas tanggung jawab wewenang dan hak secara penuh 
oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan 
pelayanan kemetrologian. 
Kedisiplinan dan kesopanan menyangkut citra dan 
kualitas dari SDM dalam pelayanan Tera ulang itu 
sendiri. Keseluruhan kedisiplinan serta kesopanan 
pegawai Metrologi legal kabupaten Malang sudah 
memenuhi kualitas yang baik.       Respon masyarakat 
terkait kedisiplinan dan kesopanan pegawai sudah baik. 
tidak ada masalah terkait kedisiplinan dan kesopanan  
pegawai. Pedagang mengatakan bahwa pegawainya 
semua disiplin dan ramah.  Mereka datang tepat pada 
jadwal yang telah ditentukan. 
i. Tanggung Jawab Pegawai 
       Menurut Lewis dan Gilman (2005) dalam 
(Hayat,2017:21), bahwa pelayanan publik merupakan 
kepercayaan publik. Pelayanan publik dilaksanakan 
secara bertanggugjawab dan sesuai dengan ketentuan 
dan peraturan yang ada. Kepercayaan masyarakat dapat 
timbul karena adanya nilai akuntabilitas pelayanan 
terhadap pelayanan yang diberikan. Kepercayaan 
masyarakat yang ada adalah dasar sebagai perwujudan 
pencapaian pemerintahan yang baik. 
       Berdasarkan teori tersebut Untuk mewujudkan 
kepercayaan pedagang Sebagai pengguna layanan UPT 
Metrologi legal sebagai perwujudan pencapaian 
pemerintahan yang baik. Pelayanan Tera ulang UPT 
Metrologi legal kabupaten Malang harus memenuhi 
prinsip tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya 
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pegawai harus bertanggung jawab tidak hanya ketika 
memberikan pelayanan namun juga ketika terjadi 
keluhan dari pengguna layanan.  
       Petugas penyelenggara pelayanan Tera ulang pada 
UPT Metrologi legal Kabupaten Malang khususnya di 
pasar meliputi dua orang penera,  dua orang pembantu 
teknis, satu orang kasir yang menangani bagian 
keuangan, serta tim reparatir dari CV. Tanggungjawab 
pegawai pelayanan sudah terdapat bagian sesuai dengan 
tugas masing-masing.  
       Hasil wawancara mengenai tanggung jawab 
pegawai menunjukkan bahwa pegawai Metrologi sudah 
bertanggung jawab atas tugasnya dalam memberikan 
pelayanan hal ini ditunjukkan cari hasil wawancara 
bahwa sebagian besar informan mengatakan tanggung 
jawab pegawai baik. Mereka bertanggung jawab atas 
tugasnya masing-masing.  
j. Akurasi dalam Pelayanan 
       Menurut keputusan menteri negara pemberdayaan 
aparatur Negara nomor 63 tahun 2003 tentang pedoman 
umum penyelenggaraan pelayanan publik pelayanan 
yang baik harus memenuhi beberapa prinsip salah 
satunya yaitu akurasi. Akurasi merupakan produk 
pelayanan publik yang diterima dengan benar dan sah 
oleh pengguna layanan. 
       Pelayanan Tera ulang UPT Metrologi legal 
kabupaten Malang sudah memenuhi prinsip akurasi, 
namun belum secara sepenuhnya baik. Karena 
berdasarkan hasil observasi di lapangan masih ada 
timbel yang tidak di lakukan kalibrasi. Kalibrasi 
merupakan proses pengecekan dan pengaturan akurasi 
dari alat ukur dengan cara membandingkan dengan 
suatu standar atau tolak ukur. Hal ini diperkuat dengan 
hasil wawancara dari salah satu pedagang pasar 
Karangploso bahwa timbel yang setelah di lakukan tera 
beratnya masih tidak sesuai. Ada beberapa pedagang 
yang mengeluhkan bahwa timbangannya setelah di tera 
ulang terkadang malah tidak akurat.  
 
Upaya yang dilakukan UPT Metrologi Legal 
Kabupaten Malang dalam peningkatan pelayanan 
Tera Ulang di pasar Kabupaten Malang 
 
a. Sosialisasi  
       Berdasarkan Keputusan Menteri Negara 
Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63/ KEP / 
M.PAN/7/ 2003 Tentang Pedoman Umum 
Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Tanggung jawab 
menjadi salah satu prinsip yang harus dilakukan dalam 
pelayanan publik. Baik pimpinan maupun petugas 
pelayanan publik harus bertanggungjawab atas 
penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian persoalan 
dalam pelaksanaan pelayanan. Kaitannya dengan 
pelayanan tera ulang yang dilakukan di pasar, 
Tanggungjawab UPT Metrologi legal yaitu menjamin 
keberhasilan pelayanan yang diberikan kepada 
pedagang. 
       Pelayanan tera ulang di pasar dikatakan berhasil 
yaitu ketika pemilik alat UTTP yang ada di pasar semua 
menera ulangkan alat ukurnya. Antusiasme pedagang 
pasar mengenai pelayanan tera ulang kabupaten malang 
menjadi salah satu hambatan keberhasilan pelayanan 
karena kesadaran pedagang masih kurang. Kesadaran 
masyarakat bisa meningkat apabila persepsi mengenai 
pelayanan Tera ulang bisa diarahkan menuju ke persepsi 
yang positif. Sehingga Metrologi legal berupaya 
meningkatkan antusiasme pedagang pasar dengan cara 
melakukan sosialisasi kepada pedagang. 
       Menurut kepala UPTD Metrologi legal bahwa 
sosialisasi terkait tera ulang biasanya dilakukan sebelum 
diadakannya pelayanan Tera ulang yang dilakukan oleh 
petugas dari dinas Perdagangan Kabupaten Malang 
yang ditunjuk sebagai pengamat Tera .Sedangkan 
Metrologi bertugas melakukan pelaksanaan kegiatan 
pelayanan di pasar. Namun nyatanya Masih Banyak 
pedagang yang antusiasmenya kurang. Antusiasme 
pedagang untuk tera yang masih kurang dapat 
dibuktikan sesuai hasil observasi di pasar dan 
wawancara kepada pedagang. Masih ada beberapa  
pedagang yang tidak melakukan Tera ulang dengan 
berbagai alasan misalnya biaya mahal. Sebenarnya 
pengetahuan seperti ini keliru karena biaya biaya mahal 
itu dikarenakan reparasi alat UTTP.  
b. Pengawasan 
       Maman Ukas (2006:343) menyatakan bahwa 
pengawasan merupakan proses suatu kegiatan yang 
dilakukan untuk memantau mengukur dan jika memang 
perlu dilakukan perbaikan atas pelaksanaan suatu 
pekerjaan sehingga apa yang telah direncanakan dapat 
dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. 
Pada pelaksanaannya pengawasan dilakukan oleh 
seorang pengawas yang memiliki kompetensi 
pengawasan sesuai dengan tugas dan regulasi mengatur 
tentang fungsi dan tugas pengawas. Sejalan dengan teori 
tersebut pengawasan perlu dilakukan karena untuk 
mengukur sejauh mana pelayanan UPT Metrologi legal 
di pasar. Apakah visi Metrologi untuk menciptakan 
tertib ukur di segala bidang sudah tercapai atau mungkin 
masih ada yang perlu dilakan pembenahan.  
       Tugas pengawasan pelayanan Tera ulang berada 
pada petugas di dinas perindustrian dan perdagangan 
kabupaten Malang yang disebut sebagai pengamat Tera. 
Sesuai dengan Perda Kabupaten Malang Nomor 4 
tentang retribusi jasa umum bahwa pengamat Tera 
adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas 
melaksanakan pengawasan terhadap tanda tera atau Tera 
ulang dan penggunaan UTP serta barang dalam keadaan 
terbungkus oleh masyarakat. Kegiatan pengawasan telah 
dilakkan secara nyata. Namun pengamat tera Metrologi 
hanya berjumlah 1 orang sehingga menyebabkan 
kinerjanya belum maksimal. Sesuai dengan hal ini 
pengamat Tera bertugas melakukan pengawasan 
sebelum ataupun sesudah dilakukannya pelayanan Tera 
ulang karena untuk memastikan alat UTTP mana saja 
yang belum melakukan tera ulang.  
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       Pengawasan berguna untuk memastikan seberapa 
banyak pedagang yang masih belum melakukan Tera 
Ulang pada alat UTTPnya. Karena saat ini pun masih 
banyak pedagang di pasar yang tidak peduli dengan 
pelayanan tera ulang. Namun dengan banyaknya 
pedagang yang masih belum mempunyai kesadaran tera 
ulang tersebut, tidak ada sanksi khusus bagi yang tidak 
melakukan Tera Ulang. Tindakan pengawasan yang 
dilakukan oleh pengamat tera hanya bersifat persuasif, 
tidak secara represif. Alasannya, yang menjadi 
kelemahan Metrologi adalah belum adanya tenaga 
penyidik pegawai negri sipil(PPNS) di bidang 
Metrologi. 




1. Berdasarkan Hasil Penelitian dan Pembahasan yang 
telah dilakukan terkait kualitas pelayanan tera ulang 
di pasar yang dilakukan oleh Metrologi legal 
Kabupaten Malang berdasarkan KepMenPan 
No.63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang pedoman umum 
penyelenggaraan pelayanan publik, kualitas 
pelayanan tera ulang sudah cukup baik. Namun 
masih ada beberapa yang harus dibenahi agar tidak 
ada keluhan-keluhan yang dialami pemerintah dan 
pengguna layanan tera ulang sehingga antusiasme 
pedagang pasar dalam tera ulang bisa meningkat. 
2. Untuk meningkatkan keberhasilan pelayanan di 
pasar, UPT Metrologi legal meningkatkan 
antusiasme pedagang pasar kabupaten Malang 
dengan cara sosialisasi dan pengawasan. Sosialisasi 
dan pengawasan merupakan tugas dari pengamat 
tera. Namun sosialisasi belum dilakukan dengan 
maksimal, pengawasan yang dilakukan masih belum 
terlaksana dengan baik. 
Saran   
1. Peningkatan sosialisasi dengan cara melakukan 
himbauan kepada masyarakat khususnya pedang 
pasar mengenai pentingnya tera ulang dan untuk 
memberikan segala informasi sebanyak mungkin 
mengenai tera ulang agar antusiasme pegadang 
untuk tera ulang meningkat 
2. Perlu adanya ruangan khusus dalam pelayanan tera 
ulang di setiap pasar di kabupaten Malang untuk 
mendukung proses pelayanan dan memberi rasa 
nyaman terhadap penerima layanan 
3. Perlu adanya informasi mengenai kejelasan biaya di 
setiap proses pelayanan melalui banner atau brosur 
yang dapat diketahui secara langsung oleh pengguna 
layanan 
4. Dilakukan penguatan fungsi pengawasan oleh 
pengamat tera . Pengawasan lebih ditingkatkan 
secara merata tidak hanya sebelum diadakan 
pelayanan tapi juga setelah pelayanan 
5. Mendidik tenaga khusus penyidik pegawai negeri 
sipil dalam upaya pemberian sanksi tegas sesuai 
Undang-Undang agar masyarakat memiliki 
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